
 

  



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap badan publik. Konsekuensi 

dari kewajiban tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang 

dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara 

maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara 

baik. 

Karenanya, sesuai dengan ketentuan UU KIP pasal 26 ayat (1) huruf b, Komisi 

Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Sebagai 

wujud dari pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Informasi telah mengeluarkan peraturan 

Komisi Informasi (PerKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi 

Publik (SLIP). 

Berkaitan dengan itu, untuk melihat sejuahmana pelaksanaan PerKI SLIP, Komisi 

Informasi memiliki kewenangan yang tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) PerKI SLIP, yang 

menyatakan bahwa, Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan 

informasi publik oleh badan publik 1 (satu) kali dalam setahun. Pada tahun 2024, Komisi 

Informasi Pusat mengadakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan 

Publik tahun 2024. 

Monev KIP 2024 diikuti oleh Badan Publik dengan kualifikasi sebagai berikut : 

1. Perguruan Tinggi Negeri 

2. BUMN 

3. Lembaga Non Struktural 

4. Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian 

5. Pemerintah Provinsi 

6. Kementerian 

7. Partai Politik 

Kategori Hasil Penilaian dibagi atas 5 Kategori yaitu : Informatif, Menuju 

Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif. Pada Tahun 2023, 

Pemerintah Provinsi NTT berada pada Kategori Cukup Informatif dengan nilai 77.06. 



 

Sehubungan dengan surat Komisi Informasi Pusat Nomor 202/KIP/VI/2024, Perihal 

Monitoring Layanan Informasi Publik, maka Pemerintah Provinsi NTT wajib mengikuti 

Tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Tahun 

2024 yaitu sebagai berikut : 

• Registrasi dan Tahapan Pengisian Kuesioner Evaluasi Diri pada tanggal 05 

September – 05 Oktober 2024, dengan mengisi pada 

https://emonev.komisiinformasi.go.id/ 

• Verifikasi kuisoner oleh KI Pusat : 07 Oktober – 25 Oktober 2024 

• Kalrifikasi  26 Oktober – 02 November 2024 

• Verifikasi Klarifikasi 04 November – 09 November 2024 

• Presentasi Uji Publik 12 November – 14 November 2024 

• Visitasi 18 November – 30 November 2024 

• Penganugerahan dijadwalkan Desember 2024 

Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik, bukanlah suatu ajang yang 

dimaknai sebagai kontestasi antar Badan Publik, tetapi harus dimaknai sebagai tolok ukur 

implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Tanah Air yang kata kuncinya adalah 

kualifikasi, bukan peringkat dan nilai suatu Badan Publik. 

 

B. Dasar Hukum 

 

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik; 

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik; 

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2008 

tentang pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 

122/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi 

Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

https://emonev.komisiinformasi.go.id/


 

7. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 

321/KEP/HK/2023 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di 

Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 320/KEP/HK/2023 tentang 

Daftar Informasi Publik Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

 

C. Maksud dan Tujuan 

 

• Maksud 

Penilaian Kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.  

• Tujuan 

Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik ditujukan untuk mengetahui 

efektivitas pelaksanaan UU KIP oleh badan publik berdasarkan capaian yang 

diperoleh pada masing-masing indikator KIP. 

  



 

BAB II 

PEMBAHASAN 

 

Dalam rangka mengikuti Monintoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik 

Tahun 2024, Pemerintah Provinsi NTT membentuk 2 (dua ) Tim Kerja yaitu  

1. Tim Pelaksana  Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 

dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT nomor : 

500.12.11.3/135/Kominfo2/KEP/2024. Tim Kerja terdiri dari 7 orang (surat keputusan 

terlampir). 

2. Tim Pengambil Data Indikator Keterbukaan Informasi Publik pada Perangkat Daerah 

Lingkup Pemerintah Provinsi dengan Surat Tugas Kepala Dinas Kominfo Provinsi 

Nomor 500.12.11.3/211/Kominfo2, Tim tersebut terdiri dari 4 orang (surat tugas 

terlampir). 

Setelah Tim Kerja Monev KIP Tahun 2024 terbentuk, dilanjutkan dengan pengambilan data 

dukung sesuai dengan SAQ (terlampir) yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat di 2 Perangkat 

Daerah yaitu : 

1. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT, pada tanggal 26 September 

2024; 

 

2. Biro Hukum Setda Provinsi NTT, pada tanggal 27 September 2024; 

 



 

Data-data pendukung yang berdasarkan capaian yang diperoleh oleh masing-masing  indikator 

Keterbukaan Informasi Publik di Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi, kemudian di 

input pada tautan aplikasi https://emonev.komisiinformasi.go.id/ 

Metode Penilaian MONEV KIP 2024 

• Aspek-Aspek dalam Kuisoner  (SAQ Terlampir) 

❖ Mengumumkan informasi publik wajib berkala 

❖ Menyediakan Dokumen Informasi 

❖ Pengembangan website 

❖ Pengadaan barang dan jasa 

❖ Kelembagaan 

• Presentasi Uji Publik 

Aspek-aspek yang dinilai dalam presentasi uji publik yaitu sebagai berikut : 

❖ Strategi dan Inovasi dan penilaian bersifat kualitatif mentangkut aspek: 

✓ Kualitas informasi 

✓ Jenis informasi 

✓ Sarana Prasarana 

✓ Komitmen organisasi 

✓ Digitakisasi 

Kategori Penilaian MONEV 2024 

1. Informatif nilai 90 s/d 100; 

2. Menuju Informatif nilai 80 s/d 89,8 

3. Cukup Informatif nilai  60 s/d 79,9 

4. Kurang Informatif nilai 40 s/d 59,9 

5. Tidak Informatif nilai kurang dari 39,9. 

• Dana 

Dana yang digunakan dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

NTT tahun anggaran 2024 

 

 

 

https://emonev.komisiinformasi.go.id/


 

Hasil Penilaian SAQ 

Pada tahap penilaian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monev Keterbukaan Informasi Publik 

tahun 2024 oleh Komisi Informasi Pusat, Pemerintah Provinsi NTT mendapat nilai sementara 67,6. 

Maka perlu melakukan klarifikasi atau sanggahan kepada komisi informasi terhadap SAQ E-Monev 

pada bagian indikator Barang dan Jasa, Pemerintah Provinsi NTT akan memenuhi dokumen data dukung 

yang dimaksud, dalam hal ini Dinas Kominfo Provinsi akan berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang 

dan Jasa Setda Provinsi NTT untuk pemenuhan data dukung. 

Setelah mendapatkan data dukung dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa, maka Pemerintah Provinsi NTT 

mengirimkan data klarifikasi kepada Komisi Informasi Pusat dan mendapat nilai akhir 78,4. 

 

Presentasi / Uji Publik 

Pada tahap presentasi/uji publik Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT hadir 

sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi NTT dengan membawa materi “ Kebijakan dan Strategi 

Badan Publik Memenuhi Hak Akses Masyarakat Atas Informasi Publik” di Jakarta Kamis, 14 

November 2024. 

 



 

Penganugerahan 

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan 

dan menghasilkan kualifikasi yang menjadi tolok ukur pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 

pada Badan Publik. Maka telah ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 

52/KEP/KIP/XII/2024 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada 

Badan Publik Tahun 2024. 

Pemerintah Provinsi NTT meraih predikat “Informatif” dengan perolehan nilai 94.30 untuk 

kategori Pemerintah Provinsi, melampaui target pencapaian tahun 2024 dalam RPJMD-P Provinsi 

NTT 2018-2023. 

 

  



 

BAB III 

PENUTUP 

 

Evaluasi adalah merupakan pelaksanaan UU KIP yang menjadi kewajiban setiap badan publik 

untuk mengikutinya. Metode dan Teknik Evaluasi mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi 

Informasi Nomor 5 Tahun 2016. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui 

sejauhmana capaian pelaksanaan UU KIP dengan melihat pada indikator mengumumkan 

informasi publik, menyediakan dokumen informasi publik, pengembangan website, barang dan 

jasa dan kelembagaan. 

 

Kupang, 30 Desember 2024 

 

Kepala Bidang 

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Nusa Tenggara Timur 

 

 

 

 

Silvia Cornelia Francis, S.Psi.,MPHM 

Pembina / IVa 

NIP: 197701182006042005 



 

LAMPIRAN SAQ MONEV KIP 2024 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


